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Abstract

This research intend (o study and to analyze the influence of the managerial roles of focal
financial officer and internal audit function toward local government performance. The research's
subjact are City, Regency, and Province of Local Government in Central Java.

This research is an analytic observation conduvted by using survey and non experimental
method. The research is conducted by utilizing sensus which means popuiation treated as a sample.
The research unit are 29 regency government, 6 city government, and 1 province government in
Central Java. The respondents are Sekda, Satwan, Bapeda, Dispenda, Bawasda, Biro/Bagian Keuangar,
Sub Baglan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuniansi,
Bendaharawan Umum Daerah (BUD), Femegang Kas (PK) PU, BPKR Staff of Sekda, Staff of Dispenda,
Staff of BUD, and Staff of PK PU. The analysis method which (s utilizing in this research is the Path
Analysis.

Rased on the result of hypothesis test using Path Analysis shows the managerial roles of ocal
financial officer. and internal audit functions influerce toward government performance. The resuit of
this research support previous researches and the underlying theoies of the research witch i5 based
on Prospect Theory,
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LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan baru di
bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah (PP)
Nomar 105 Tahun 2000 yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005,
paket UU di bidang keuangan negara yang terdini dan UU Nomor 17 Tafiun 2003, UU Nomor 1 Tahun
2004, serta UU Nomor 15 Tahun 2004. Reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut
mengakibatkan teradinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daarah.

Peraturan baru tersebumen|adi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan
(financial administration) menjadi pengelolaan kenangan negara {financial managsment) (Republik
indanesia, 2005:). Proses pengelolaan kevangan (financial management) tersebut, rmencakup aktivitas
yang berkaitan dengan; planning, budget setting, activity of budgel implementation, budget monitaring
and control, and review (Rose, 1889).

JURMAL MAKSI
Vo f WMo 2 Agustes 2007 0 206 - 320




KAJIAN PUSTAKA

Teorl yang mendasari penlitian ini meliputi tiga tingkatan yaitu Grand Theary, Midule Range
Theory, dan Application Theory. Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah Agency Theory
yang mengadopsi pendapat Jensen & Meckiing (1976), Frost (2003), Wolk (1892), Hendriksen (2005),
dan Scott(2003). Berdasarkan teori agensi dapat di gambarkan bahwa hubungan rakyat dengan
pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya
kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagal agent)
untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengasawi perilaku pemerintah
serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajickan pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pengelclaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalul
mekanisme palaporan kauangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung
jawab pemerintah, rakyat melalui legislatit dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja
pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejanteraan rakyat

Berdasarkan pada Prospect Theory sebagal Middle Range Theory yang kedua, dapat dikatakan
bahwa PKD akan ikut berperan aktif dan fungsi pemeriksaan intern akan melaksanakan fungsinya
dengan baik pada setiap kebijakan pemerintah manakala merasakan bahwa implementasi kebijakan
tersebut menguntungkan. Sebaliknya PKD dan fungs| pemeriksaan intern akan menunjukkan sikap
yang kurang mendukung atau kurang berperan bahkan menolak pada setiap implementas kebijakan
manakala merasakan bahwa kebijakan tersebut dianggap merugikan. Sikap Ini, akan mempengaruhi
kinerja organisasi secara keseluruhan, Kahneman dan Tversky(1879), dan Kim(1992).

Application Theory dalam penelitian ini adalah teori-teori yang menjelaskan masing-masing
variabe| penelitian. Teori yang melandasi variabel peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah
mengadops| pendapat Robbing(2005), dan Singh(2002). Dimensi dan indicator variabel ini mengacu
pendapat  Mintzberg (1973}, Mintzberg's Managerial Roles meliputi: fnterparsonal roles, informal
roles, dan decision roles. Hubungan variabel ini dengan variabel lalnnya didasarkan pada pendapat
Mustopadidjaja(2000), Joko Widodo(2001), LAN(2000), Isiamy Irfan(1998), dan Gruber{1988).

Teori yang melandasi variabel fungsi pemeriksaan intern mengadopsi pendapat The Institute
of Internal Auditors (IIA) (dalam Arens et.al., 2008), dan Generally Accepted Auditing Standards [GAAS)
(dalam Guy, 2003). Dimensi dan indikater vanabel ini mengadopsi pendapat The Institute of Chartered
Accounts in Australia (ICAA) dalam (Hiro Tugiman, 1998), antara lain: (a) review of accounting system
and internal controls; (b) examination for management of financial and operating infarmation, (¢
instrument for safeguarding of assets, audit procedures, operational standards, identification inefficient
condition; (d) examination of the non — financial conirols of an organization. Hubungan variabel ini
dengan variabel lainnya mengadopsi pendapat Sawyer(2003), Jones(1990), Boynton(2006), 141(2000),
Arens(2006), Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) dalam Boynton{2008)
Hiro Tugiman{1987), dan Usman Damanik{2000).

Teor yang mendasari variabel kinerja Pemda mengadopsi pendapat Manning & Curtis (1988),
LAN {2000), Boland(2000), Anthony (2003) menyatakan: the problem of measuring the performance
of public sector organization is fundamental to any society concerned with the accountability and
perfarmance of its institutions, Dimensi dan indicator variabel ini mengadopsi pendapat Kloot(1 9gg)
dan Boland (2000), yaitu value for money (VFM) yang meliputi: economy, efficiency, effectiveness.
Hubungan variabel ini dengan variabel lainnya mengacu pendapat Anthony(2003), LAN(2000),
Mardiasmo(2002), Lee{1998), Dunk({1987), dan Mascarenhas({1996).
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KERANGKA PEMIKIRAN
Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah, Fungsi Pemeriksaan Intern dan Kinerja Pemda

Keputusan individu-individu anggota organisasi untuk teribat dalam suatu sistem dan lebih
berperan dalam pencapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh persapsinya tentang realitas yang
dilihatnya. Apabila anggota organisasi merasakan organisasinya sebagal tempat yang terbaik untuk
bekerja, kondisi kerja yang menguntungkan, tugas pekerjaan yang menank, upah yang baik, managmen
yang bijaksana dan bertanggung jawab, maka ia akan lebih terlibat dan berperan dalam mencapa
tujuan organisasi (Robin, 2005). Sebaliknya, jika realita yang dipersepsikan merugikan maka kurang
berperan atau bahkan masa bodoh,

Dikaitkan dengan Prospect Theory, dapat dikatakan bahwa PKD akan mendukung dan ikut
berperan aktif dalam implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan manakala implementas| kebijakan
tersebut bermanfaal dan menguntungkan. Sebaliknya PKD akan menunjukkan sikap yang kurang
mendukung atau kurang berperan bahkan menolak dalam implementasi kebijakan akuntansi apabila
dianggap merugikan. Keyakinan kemanfaatan dan keuntungan atas impiementasi kebijakan akuntansi
pemerintahan, akan membuat pimpinan menjad| lebih tahu alasan di ballk implementas kebijakan
tersebut dan iebih berperan dalam implementasi kebijakan tersebut serta akan lebih terlibat dan berperan
daflam mencapai tujuan Pemda. Hal ini sejalan dengan penelitian Koberg dan Chusmir (1987) dalam
Ounk (1993) yang menunjukkan bahwa pimpinan yang merasa yakin atas manfaat angoaran, memiliki
motivasi yang tinggl untuk lebih berperan dalam pengelolaan keuangan (khususnya penyusunan
anggaran) karena merupakan kesempatan yang akan memberikan keuntungan atau manfaat. Keyakinan
PKD terhadap manfaat dan keuntungan Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, akan
mengakibatkan PKD untuk lebih berperan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinarja menuntut adanya desentralisasi.
Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desantralisasi administratif, yaitu
pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai kepada tingkat hirarki yang paling rendah. Dalam hal
ini, PKD diben wewenang dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam sistam pengslolaan keuangan
daerah, namun mereka memiliki elemen kebljaksanaan dan kekuasaan seria fangaung jawab tertentu
dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya (Coralie, 1987).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desentralisasi pengelolaan keuangan daerah
meningkatkan peran manajerial PKD. Peran manajerial PKD memungkinkan tercapainya kinerja dan
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif (Rogers, 1980). Peran menunjukkan
partisipasi seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. Peran manajerial PKD memungkinkan
tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektii. Desentralisasi
memberikan kesempatan kepada PKD untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran, sehingga
memberikan rasa tanggung jawab dan mendorong kreativitas PKD. Individu yang teriibat dan diberi
tanggung jawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras unfuk mencapal tujuan, sehingga
Kinerja organisasi akan semakin tinggl (Hansen & Mowen, 2008).

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas
kinerja (performance accouniability). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu
penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan
seperangkat indikator kinerja (Jabra, 1689). Dalam pengelolaan keuangan dasrah yang berorientasi

TERHADAR KINERJA PEMERINTAH DAFRAH
{ Survei Pada Pemds Kata, Kabapaten, den Prownsl @ Jaws Teogah |

PENGARUH PERAN MANAJERLAL PENGELOLA KELANGAN DAERAH DAN FUNGS! PEMERIKSAAN INTERN H
Abdul Rehman



pada kinerja. terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapal dengan jumiah dana
yang dialokasikan. Keterkaitan tarsebut dapat memudahkan perencanaan yang bersifat menyeluruh,
baik dar segi pencapaian sasaran, perumusan dan implemantasi program, kegiatan, maupun proses
penetapan dan pengendalian anggaran serta analisis kinerja. Hal ini akan lebih memudahkan evaluasi
dan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsi pemeriksaan intern. Evaluasi semacarn itu, sesuai dengan
Multiple Loop Learning-Organization Theory dikenal dengan MLL Theory oleh Argyris {1878).

Menurut Generally Accepted Government Auditing Standards {GAGAS) dalam (Guy,
2003:801.4) bahwa pemeriksaan atas anggaran dan operasi pemerintah dimaksudkan untuk menguji
apakah pengelolaan keuangan pemerintan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan intern dimaksudkan untuk membanty manajemen
melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencapai kinerja secara efektif (Sawyer, 2003).

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisas| dan manajer daiam

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan
bagaimana uang publik telan dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektf, tetapi juga manunjukxan
tingkat pencapaian kinerja pemarintah (Mascarenhas, 1996).

Kerangka pemikiran penelitian sebagaimana diuraikan di muka dan kajian pustaka dapat
disederhanakan dalam Gambar-1

Peran
Manajerial
PED {Rogers, 1590,
(Y, Hansen ,
(Mintzberg, 2006) Kinerja
1973; Singh, Pemda
2002) (Y5}
{Freeman,
2003,
Bolan,
2000; Kioot,
1999
S |
Fungsi (Guy, 2003;
Pemeriksaan Sawyer, 2003)
Intern
(Y2)
(Arens, 2006)

Gambar-1
Kerangka Pemikiran
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HIPOTESIS
Berdasarkan pada masalah penelitian, kajian pustaka dan kerangka pemikiran dapat disusun
hipotesis penelitian sebagal berikut
1. Peran manajerial PKD berpengaruh terhadap Kinerja Pamda.
2. Fungsl Pemeriksaan Intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda.

METODE PENELITIAN
Operasionalisasi Variabel

Peran manajerial PKD merupakan suatu tindakan yang dilakukan pejabat dengan menggunakan
pengaruhnya untuk memotivasi dan mendorong bawahan untuk mencapat tujuan organisasi. Dimensi
variabel peran manajerial PKD mencakup yaitu ; (1) interpersonal rofes, (2} informal roles, dan (3)
decision roles.

Fungsi pemeriksaan intern merupakan suaty fungsi penilaian yang independen dalam suatu
organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Dimensi variabel
fungsi pemeriksaan intern mencakup: (1) mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian intern; {2)
pengujian atas pengelolaan informasi keuangan dan operasi pemerintah; (3) Pengujian terhadap
instrumen untuk menjaga harta, prosedur pemeriksaan yang tepat, standar operasional, dan identifikasi
keadaan yang tidak efisien; dan (4) pengujian terhadap pengendalian non-finansial organisasi,

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenal tingkat pencapalan pefaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum
dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode
lertentu. Periode yang menjadi penilaian kinerja adalah periode anggaran untuk tiga tahun terakhir,
yaitu: tahun anggaran 2002, 2003, dan 2004. Dimensi variabel kinerja Pemda adalah: (1) Ekonomi
(economy), (2) Efisiensi (efficiency); dan (3) Efektivitas (effectiveness). Kinerja Pemda pengukurannya
mengacu pada model penalitian "self-rating" yaitu pengukuran kineria didasarkan pada data yang
dikumpulkan dengan kuesioner, di mana responden merupakan anggota orgniasai yang diukur
kinerjanya. Model ini dikembangkan oleh Mahaoney, dkk (1953).

Untuk mengukur respon digunakan skala ordinal, yaitu skala likert dengan lima skala partisipasi.

Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu observasi analitik yang ditzkukan dengan metode survei dan
bersifat non eksperimental. Dalam penelitian ini, tidak dilakukan pengambilan sampel, mengingat unit
analisis yang tidak banyak. Oleh karena itu dilakukan sensus. Unit analisis adalah Pemda Kabupaten,
Kota, dan Pemda Provinsi di Jawa Tengah dengan jumiah unit analisis 36 Pemda. Responden adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi; perencanaan, pengangoaran, keuangan, verifikasi, akuntansi,
perbendaharaan, dan fungsi pengawasan serta pemeriksaan intern. Jumlah responden untuk saluruh
Pemda Kabupaten, Kota, dan Propinsi di Jawa Tengah sebanyak 634 responden.

Analisis Data & Rancangan Pengujian Hipotesis
Jenis data yang digunakan dafam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan
mengirim kuesioner. Agar alat ukur yang dipakai valid dan dapat dipercaya dilakukan dua macam
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pengulfian yaitu uji validitas atau kesakhihan (test of validity) dan uji keandalan (fest of refiability).
Hasil uji menunjukkan bahwa semua alat ukur valid dan andal.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis jalur (Path anaflysis), Teknik analisis ini merupakan
teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antara dua atau lebih variabel {Imam
Ghozall, 2005), Analisis jalur dapat dihitung apabila variabel-variabel yang digunakan mempunyal
skala pengukuran paling sedikitinterval (Li, 1975). Berhubung nilal yang diperoleh mempunyai fingkat
ordinal, maka sebelurn dianalisis, variabel-variabel tersebut akan ditransformasikan dari skala ordinal
menjadi skala interval. Untuk mengubah skala pengukuran ordinal menjadi interval, digunakan Method
of Successive Interval (MSD), yang langkah kerjanya, Harun Al Rasyid (1994) dalam Nunuy (2004).
Untuk mengetahui bobot masing-masing indikator variabel penelitian, untuk setiap variabel dilakukan
analisis kompanen utama atau Principal Compenent Analysis (PCA).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil perhitungan menunjukan koefisien jalur secara parsial peran manajerial PPKD terhadap
variabel kinerja Pemda sebesar 0,320. Koefisien Jalur secara parsial variabel fungsi pemeriksaan
intern terhadap variabel kinerja Pemda sebesar 0,255.

Selanjutnya dilakukan ujl parsial untuk melihat pengaruh setiap variabe! bebas. Hasil uji parsial
dapat dilihat pada Tabel-1,

Tabel-1
Uji Hipotesis Pengaruh Secara Parsial X, dan ¥ Terhadap Y
NG Hipotesis Koefisien |  Kriteria Kesimpuian |
) Jalur penolakan Hy Statistik
e P {i=12)20

1 | Peran manajerial PPKD terhadap o— D{IE 29:3 ; Berpenganuh

varizbel kinerja Pemda : ; {H, ditolak)
2 | Fungsi pemeriksaan intern terhadap 5 25‘}5 Pub{rz =5 Jlj;z-:; o Berpenganuh

kinerja Pemda ' | : | (H, ditolak)

Sumber . Data primer yang telah diolzh

Berdasarkan nilai-nilal yang disajikan pada Tabel 4-34, diperoleh hasil pengujian secara parsial sebagai

berikut

1. Hipotesis penelitian peran manajerial PPKD berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukti, hal ini
ditunjukkan dari nilai koefisten jalur sebesar 0,329 > 0. Sehingga dapat disimpulkan terdapat
pengaruh dari peran manajerial PPKD terhadap kinerja Pemda.

2. Hipotesis penelitian fungsi pemeriksaan Intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukt, hal
ini ditunjukkan dari nifai koefisien jalur sebesar 0,255 > 0. Sehingga dapat disimpulkan terdapat
pengaruh dan fungsi pameriksaan intern terhadap kinerja Pemda.

JURNAL MAKSI
Vol F Mo 2 Agustus 2007 286 - 220




Besarnya pengaruh variabel X, dan X, terhadap Y di kelompokkan atas pengaruh langsung
dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung dan tidak langsung varlabel X . dan X, serta
variabel lain terhadap Y seperti dapat dilihat pada Tabel-2,

Tabel-2
Pengaruh Vanabel X1, dan X2 Terhadap ¥

T Pengaruh  |Pengaruh melalui
Variabel Kﬂf;:ﬁ[fn Langsung [ gx ¥ Total
( dalam %) ’ ; Pengaruh
% 0,329 0,108 0,051 0,248
X, 0,255 0,065 0.051 | 0,180
Total pengaruh terhadap ¥ = 0428
Pengaruh variable lain = 0,572

sumber - Data primer yang telah diclah

Berdasarkan nilai-nilai yang disajikan pada Tabel-2, diperaleh besarnya pengaruh X,, dan X
terhadap Y sebagai berikut
1} Besarnyapengaruh langsung peran manajerial PPKD terhadap kinerja Pernda adalah sebesar
0,108, pengaruh tidak langsung melalui persepsi PPKD mengenal implementasi kebijakan
akuntansi pemerintahan sebesar 0.038, melalui implementasi pengelolagn keuangan daerah
sebesar 0,051, melalui fungsi pemeriksaan intern sebesar 0,051, dan pengaruh total sebesar
0,248. Dilihat dari besarnya pengaruh peran manajeral terhadap kinerja Pemda, pengaruh
secara langsung termasuk kelompok pengaruh kurang berarti (negligible correfation),
sedangkan secara total termasuk termasuk kelompok pengaruh rendah {fow correlation),
2} Besarnya pengaruh tangsung fungsi pemeriksaan intern tarhadap kinerja Pemda adalzh
sebesar 0.065, pengaruh tidak langsung melalui persepsi PPKD mangenal implementasi
Kebijakan akuntansi pemerintahan sebesar 0.031, melalul implementasi pengelolaan keuangan
daeran sebesar 0,033, melalui peran manajerial sebesar 0.051, dan pengaruh fotal ssbesar
0,180, Dilihat dan besamya pengaruh fungsi pemariksaan intern terhadap fungsi pemariksaan
intern, baik pengaruh secara langsung maupun secara total termasuk kelompok pengaruh
kurang berarti (negligible correlation),
3) Hasll pengujian secara simultan menunjukan peran manajerial PFRD, dan fungsi pemeriksaan
intern bepengaruh terhadap kinerja Pemda. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R*atau 7 Squars
0,428 = 0. Total pengaruh peran manajerial FPKD, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap
kinerja Pemda sebesar 0,428 termasuk kelompok pengaruh rendah.
Pengaruh faktor lain terhadap fungsl pemeriksaan intern yang tidak diamati dalam penelitian
ini sebesar 0.572. Besarnya pengaruh faktor lain menunjukkan adanya faktor lain yang tidak diamati
dalam penelitian penelitian Inl barpengaruh terhadap kinerja Pemda.
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-

Hasil uji hipotesis penelitian variabel X,, X,, Terhadap Y seperti dalam Gambar -2 barikut.

(X1}

PF. X, =329

(Y3

([ Xy

Gambar-2
Path Diagram Model Persamaan Struktural
Pengaruh X, X, Terhadap Y

Hasil uji hipotesis pertama, menunjukkan bahwa peran manajerial PKD berpengaruh terhadap
kinerja Pemda dengan nilai koefisien jalur 0,329, Besarnya pengaruh langsung adalah 0,108. Peran
manajerial PKD pada Pemda di Jawa Tengah, sebagaimana nilai semua dimensi peran manajerial
PKD menunjukkan telah dimainkan secara baik. Kinerja Pemda di Jateng dikategorikan sebagal kinerja
yang cenderung baik. Walaupun Pengaruh langsung tersebut kecil, hasil uji menggambarkan peran
manajerial yang dimainkan PKD pada Pemda di Jawa Tengah seperti; peran persecrangan, peran
infarmasi, dan peran keputusan berdampak pada tingkat pencapaian kinerja Pemda. Peran manajerial
menggambarkan keterlibatan atau partisipasi PKD dalam mensukseskan program dan kegiatan yang
dilakukan Pemda. Peran tersebut merupakan pendekatan yang efektif untuk memotivasi pegawal
Pernda dalam mensukseskan kebijakan Pemda. Peran yang dimainkan PKD, mendorang PKD untuk
lebih berpartisipasi dalam pencapaian kinerja Pemda yang lebih baik, dan cenderung menerima tujuan
yang telah ditetapkan, karena merasa ikut serta memegang kendali, Hal ini mendorong pejabat terikat
pada kemitmen yang lebih tinggl untuk mencapai kinerja Pemda. Hal ini sesuai dengan pendapat
Mustopadidiaja (2000) dan Mardiasmo (2002), Komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan
yang kuat terhadap nilal dan tujuan (goal) yang ingin dicapal. Dengan demikian, PKD yang mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap tujuan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pandangan yang
posititf serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik.
Gambaran tersebut, mendukung hasil penelitian Brownell (1982},

Hasil uii hipatesis kedua, menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap
kinerja Pemda dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,255, Besarnya pengaruh fangsung adalan 0,065,
Pengarun fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemda termasuk pengaruh yang refatif kecil, hal
ini menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan intern pada Pemda di Jawa Tengah memberikan andll
yang kecil dalam pencapaian kinerda Pemda. Fungsi pemeriksaan Intern membantu para pegawa
Pemda dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan melakukan analisis, dan penilaian atas
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operasional Permda serta mengajukan saran-saran perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan,
Fungsi ini bertanggung |awab memanitor kinerja pengendalian Pemda yang berorlentasi pada
pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan masa yang lalu, dan penilaian atas semua pragram dan
kegiatan Pemda. Dengan demikian, fungsi pemeriksaan intern membanty Pemda dalam mencapai
kinerjanya yang labih baik,

Besarnya nilai R* atau: R Square adalah 0,751, Hal ini, menunjukkan bahwa peran manajerial
PKD, dan fungsi pemerixsaan intern secara bersama-sama mempunyal pengaruh yang cukup tinggl
terhadap kineria Pemda. Besarnya R Square tersebut, mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan
keuangan pada Pemda di Jawa Tengah sudah mengarah pada tuntutan reformasi sistem keuangan
negara.

Milal  Square yang belum optimal tersebut menggambarkan: (1) adanya PKD di Jawa Tengah
yang mempersepsikan bahwa implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan tidak memberikan
manfaat, cukup bermantaat, idak memberi kemudahan, cukup member kemudahan; (2) pengetahuan
akuntansi yang dimillki PKD di Jawa Tengah belum memadal, hal inl ditunjukkan dan jumlah PKD di
Jawa Tengah yang memiliki latar belakang pendidikan akunians| sangat kecil: (3) adanya implementasi
pengelolaan keuangan daerah di beberapa Pemda di Jawa Tengah yang belum memadai; {2) hal-hal
baru yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dipahami oleh palaksana
pengelolaan keuangan, (3) adanya kebimbangan Pemda dalam melaksanakan peraturan per-undang-
undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang selalu berubah; (4) fungs
pemeriksaan intern belum melaksanakan fungsinya secara optimal, vang salah satunya diakibatkan
adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh beberapa lembaga
pemeriksa; (5) adanya PKD di Jawa Tengah yang belum memainkan perannya secara optimal, {6}
penelitian difakukan pada masa fransisi dan pola administrasi keuangan ke Implementasi pengelalaan
keuangan. Pada masa ini, hal-hal baruyang ada dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepanuhnya
dipahami oleh pelaksana pengelolaan keuangan pada Pemda di Jawa Tengah; (7) pengaruh faktor lain
terhadap kinerja Pernda yang idak diamati dalam penelittan inl, ssbesar 24,8%, yaitu; motivasi, reward,
sistem, peraturan perundang-undangan, budaya organisasl, dan kepemimpinan.

Hasil uji hipotesis mendukung teor yang mendasan penelitian ini, baik Grand Theory, Middls
Range Theory, maupun Application Theory sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan
hasil uji hipotesis sebelumnya. Hasll ujl hipotesis, mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan
oleh;, Brownell (1982), bahwa terdapat pengarun yang positif dan signifikan dar partisipasi daiam
penganggaran terhadap kinerja manjerial. Hofstede (1988), dan Erownell {1386) , bahwa partisipas|
penyusunan angoaran mempunyai hubungan pasitif dengan motivasi, Miller (1982}, dan Parthasarthy
{1992), bahwa proses perencanaan, pengendalian mendasarkan pada efisiensi keuangan. Simons
(1587), bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengawasan akuntans| dengan strategl yang
menghasilkan kinerja yang lebih baik. Suripto Samid (1996), dan Kirk (2000}, bahwa fungsi auditor
intern berpengaruh terhadap peran dan profitabilitas. Hite Tugiman (2000), bahwa kingrja dipengaruhl
secara positif olen pengendalian intern yang efektif, kualitas jasa auditor intern, dan persepsi manajer
Kloot (1993), bahwa kenaikan penggunaan pengukuran kinerja secara luas sebagal akibat adanya

kenaikan tuntutan akintahilitas dan kompetisi pemerintah. Pengukoran kinerja sebagal pengendalian
manajerial,
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KESIMPULAN

Hasil penelitian inl, menunjukkan bahwa:

1, Peran manajerial PKD, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda,

2. Ditinjau dari besarnya pengaruh langsung semua exogenous construct ternadap endogenous
construct yang realtit kecil karena beberapa faktor, antara lain;

a.  Masa peneliian dilakukan pada masa transisi dari pola administrasi keuangan ke implemantasi
pengelolaan keuangan, Pada masa ini, hal-hal baru yang ada dalam pengelolaan keuangan
daerah belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana pengelofaan keuangan pada Pernda di Jawa

Tengah
b.  Masih adanya PKD di Jawa Tengah yang memiliki pengetahuan akuntansi yang belum
memadai,

t.  Hal-hal baru yang ada dalam pengeloiaan keuangan dagrah belum sepenuhnya dipahami
oleh pelaksana pengelolaan keuangan pada Pemda di Jawa Tengah.

d.  Fungsi pemeriksaan intern belum melaksanakan fungsinya secara optimal, karena adanya
tumpang tindin pelaksanaan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh beberapa lembaga
pemerniksa.

e, Pengaruh faktor lain terhadap kinerja Pemda yang tidak diamati daiam penelitian ini, yaitu;

motivasi, reward, sistem, peraturan perundang-undangan, budaya organisasi, dan
kepemimpinan.

SARAN
Saran Pengembangan limu:

Penelitian lanjutan untuk mengungkap lebin detil darl masing-masing variabel dalam penelitian ini
periu dilakukan.

Saran Operasional;

1) Pemda perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, khususnya dalam bidang
akuntansi pemerintahan.

?)  Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja dengan value for money (VEM), yang terdin; economy,
efficiency, dan effectiveness, Pemda harus:
a.  Mengimplementasikan VFM pada setiap tahapan penyusunan dan implementasi anggaran

kinerja

b.  Mengembangkan indikator-indikator kinerja
¢.  Mengembangkan standar analisis belanja dan standar harga.

3}  Membenahi Susunan Organisasi & Tata Keraja (SOTK) fungsi permariksaan initern.
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